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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui dan memahami hambatan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Adapun yang menjadi objek penelitian
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan
melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan
relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara
deskriprif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadaan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK) masih menggunakan PP nomor 48 tahun 2005 serta Perpres nhomor 54
tahun 2010. Di katakan bahwa pengadaan pegawai belum bisa menerapkan UU No 5 tahun 2014
karena belum ada pengajuan RPP PPPK

Kata Kunci : Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

This study aims to know and understand the Implementation of Procurement of Government
Employees With Work Agreement Based on Law Number 5 Year 2014 About Civil State
Apparatus In Yogyakarta City. This research also aims to know and understand the obstacles of
procurement of Government Employee with Work Agreement (PPPK) in Personnel System in
Indonesia especially in Yogyakarta City.

This research was conducted in Yogyakarta City. As for the object of research is the Regional
Personnel Board of Yogyakarta Province. This research is conducted by conducting direct
interviews with resource persons at research sites that are competent and relevant to the proposed
topic. The second approach is to describe the descriptive results of various interviews and then
perform an analysis of the data.

The results of this study indicate that the procurement of government employees with
employment agreements (PPPK) is still using PP number 48 of 2005 and Presidential Regulation
number 54 of 2010. It is said that the procurement of employees can not apply Law No. 5 of
2014 because there is no submission of RPP PPPK



Keywords: Procurement of government employees with employment agreement, State Civil
Apparatus.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2013 yang
merupakan perubahan kedua terhadap PP Nomor 98 Tahun 2000, rekrutmen dan seleksi
(pengadaan) CPNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersama Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Proses
pengadaan CPNS tidak lagi menjadi monopoli Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur atau
Bupati/Walikota). Akan tetapi jumlah, komposisi dan kualifikasi rekrutmen disesuaikan dengan
beban tugas dan fungsi daerah. Terbitnya PP Nomor 78 Tahun 2013 disamping memperbaiki
sistem rekrutmen dan seleksi CPNS, juga mempertegas peran Kementerian PAN dan RB.
Keterlibatan Kementerian PAN dan RB mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran,
penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

Sebagaimana diketahui bahwa tahapan proses rekrutmen dan seleksi CPNS, menjadi
perhatian pemerintah dalam memperoleh sumber daya aparatur yang profesional dan dibutuhkan
oleh organisasi publik (instansi pemerintah). UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN,
mengamanatkan agar rekrutmen serta seleksi CPNS melalui penilaian secara objektif
berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
Disamping itu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi
seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.. Pengertian dari
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai
ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan.1

1 UU No. 5 th 2014 tentang ASN, BAB | Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) dan (2).



Pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adanya Undang-Undang ASN tidak ada lagi
pegawai honor/pegawai tidak tetap yang dikenal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan
bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang
Anggota TNI dan Polri, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN dijelaskan bahwa anggota TNI dan Polri merupakan jabatan ASN tertentu.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dikenal lagi
istilah tenaga kerja honor, namun diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengubah secara fundamental wajah
aparatur negara di Indonesia. Perubahan tersebut dirasakan dari aspek komposisi pegawai yang
bekerja di sektor publik, kedudukan, jenis jabatan, manajemen pegawai serta kelembagaan yang
mengurusi aparatur sipil negara. Pegawai Negeri Sipil akan menjadi pihak yang paling
merasakan dampak dari transisi sistem manajemen kepegawaian menjadi aparatur sipil negara.
Undang-Undang ASN telah berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu sejak 15 Januari 2014.
Mulai tanggal tersebut, PNS yang semula menjadi satu-satunya pelaksana kebijakan dan
pelayanan publik masuk menjadi bagian Pegawai ASN bersama dengan PPPK. Varian jabatan
yang selama ini dikenal di lingkungan PNS misalnya seperti Eselon V, Eselon IV, Eselon IllI,
Eselon 1l dan Eselon | berubah menjadi jabatan pelaksana, pengawas, administrator, dan
pimpinan tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
tujuan penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui tentang pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dalam sistem kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

yaitu tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Yogyakarta.



2. Untuk mengetahui hambatan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris,
penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer
atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini memerlukan
data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat
penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi
menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian

dan hasil penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang
dimaksud dengan ASN. Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 1 UU
No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang
bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang
yang bekerja untuk pemerintah atau negara.

Menurut UU ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Yogyakarta
Sebagaimana dengan apa yang menjadi tujuan utama dari penulis mengenai Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Yogyakarta Narasumber
memaparkan di Yogyakarta pengadaan pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja

masih menggunakan Undang-undang lama seperti PP nomor 48 tahun 2005 serta Perpres
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Nomor 54 tahun 2010. Dalam hal ini berarti di Yogyakarta masih memakai sistem pegawai
yang dikenal dengan sebutan PTT (pegawai tidak tetap). Dan tenaga honorer Adapun hal
yang menjadi alasan utama dari Narasumber adalah adanya keterlambatan dalam hal
pengajuan RPP PPPK dan yang paling di tekankan adalah seharusnya di bulan Februari
Peraturan Pemerintah tentang PPPK sudah dikeluarkan hanya saja sampai sekarang
Menteri Pendayagunaan Aparatur ~ Negara dan Reformasi (Menpan-RB) belum
mengeluarkan PP tentang PPPK tersebut. Menarik membahas masalah pegawai tetap
maupun pegawai honorer, Pengertian Tenaga Kontrak atau Tenaga Honorer adalah
seseorang yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam
pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang
penghasilannya menjadi beban APBN dan APBD (PP 48 Tahun 2005 Pasal 1. Proses
pengangkatan Tenaga Honorer dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas,
kesehatan, dan kompetensi. Sedangkan PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan (UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1).

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Hal ini terjadi dikarenakan ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah Pegawai Pemerintah
Dengan Penggunaan Kerja (PPPK). Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer
menjadi hilang dan digantikan oleh PPPK. Walaupun PPPK dengan tenaga honorer secara
kedudukan hampir sama akan tetapi tidak secara otomatis tenaga honorer dapat langsung
menjadi PPPK.

Faktor yang menghambat pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja di
Yogyakarta

Menurut Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian Daerah
Provinsi Yogyakarta bahwa di provinsi Yogyakarta Pengadaan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK) masih menggunakan PP Nomor 48 tahun 2005 serta Perpres
Nomor 54 tahun 2010. Di katakan bahwa pengadaan pegawai belum bisa menerapkan UU
No 5 tahun 2014 karena belum ada pengajuan RPP PPPK, patut dipahami RPP Manajemen

PPPK sulit untuk segera terealisasi karena antara satu RPP dengan RPP lain memiliki



kausalitas satu sama lain sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan
pengaturan di dalam regulasi. Oleh karena itu sampai sekarang sistem kepegawaian di kota
Yogyakarta masih memakai istilah Pegawai Tidak Tetap maupun Pegawai Honorer,
sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh kepala sub bidang perencanaan dan pengadaan
pegawai, apabila RPP PPPK disetujui maka Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara
akan mempunyai peran yang amat penting dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara dalam mencapai
tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik berasal dari luar maupun dalam negeri yang
menuntut aparatur sipil negara untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas ada beberpa konsekuensi yang di
mungkinkan apabila RPP PPPK ini benar- benar akan di terapkan antara lain , Yang
pertama, mengigat bahwa penetapan kebutuhan ditetapkan oleh menteri dalam hal ini
menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tentunya masing-
masing satuan organisasi baik pusat maupun daerah tidak dapat menentukan sendiri jumlah
kebutuhan PPPK, sehingga dalam hal ini terkait permasalahan pengangkatan pegawai non
PNS yang masih belum mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tentunya dengan
diberlakukannya RPP PPPK, hal ini tidak akan terjadi lagi karena untuk melaksanakan
pengadaan pegawai non PNS dalam hal ini PPPK harus melalui mekanisme perencanaan
kebutuhan yang tidak secara mandiri ditentukan oleh satuan organisasi dan penempatan
kebutuhannya dilakukan oleh Menteri PAN dan RB sama dengan mekanisme perencanaan
kebutuhan CPNS. Namun demikian disisi lain perencanaan kebutuhan secara terpusat ini
juga memberikan konsekuensi pembatasan jumlah kebutuhan yang menyebabkan satuan
organisasi sulit untuk memenuhi atau mengisi lowongan pegawai dari pegawai dari
pegawai non PNS karena sekali lagi dengan keterbatasan jumlah pegawai yang masuk
(melalui CPNS dan PPPK) tentunya tidak berimbang dengan jumlah pegawai yang keluar
(Pensiun dan Mutasi) yang akan berpengaruh pada kinerja layanan satuan organisasi. Yang
kedua, Di satu sisi proses rekruitmen yang sama dengan CPNS tentunya diharapkan dapat
menghasilkan pemenuhan PPPK yang berkualitas sesuai dengan syarat dan kriteria yang
diharapkan namun demikian disisi lain, tahapan panjang pengadaan dan mekanisme
seleksinya yang tentunya membutuhkan biaya cukup besar dalam pelaksanaanya, hal ini

tidak sebanding dengan masa pemanfaatan PPPK bagi satuan organisasi yang dibatasi
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hanya maksimal 5 (lima) tahun, itupun dengan mempertimbangkan apabila diperpanjang

sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang bersangkutan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN
Dari uraian dan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Yogyakarta belumlah
Diterapkan dengan beberapa Alasan antara lain :

a. Belum Di Ajukannya RPP tentang Manajemen Pengadaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Masih dipakainya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang

pengangkatan tenaga hoorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Serta

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal ini berarti di Yogyakarta masih memakai sistem pegawai yang
dikenal dengan sebutan PTT (pegawai tidak tetap). Dan tenaga honorer Adapun hal yang
menjadi alasan utama dari Narasumber adalah adanya keterlambatan dalam hal pengajuan
RPP PPPK dan yang paling di tekankan adalah seharusnya di bulan Februari Peraturan
Pemerintah tentang PPPK sudah dikeluarkan hanya saja sampai sekarang Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) belum mengeluarkan PP
tentang PPPK tersebut. Menarik membahas masalah pegawai tetap maupun pegawai
honorer, Pengertian Tenaga Kontrak atau Tenaga Honorer adalah seseorang yang
diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan
untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya
menjadi beban APBN dan APBD (PP 48 Tahun 2005 Pasal 1).
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2. PPPK adalah sebuah inovasi yang seyogyanya disambut dengan hangat dalam sistem
ASN. PPPK memberikan angin segar untuk melakukan percepatan pembangunan dan
pelayanan publik yang selama ini banyak terkendala. PPPK sebagai upaya untuk
menciptakan berbagai inovasi di dalam sektor pemerintahan dengan cara pertukaran
kompetensi dan sharing knowledge and experience antara sektor publik dan sektor
swasta. Dengan begitu, masuknya PPPK akan memacu adrenalin birokrasi untuk
melakukan percepatan penyelenggaraan ASN.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) bisa menjadi suatu
solusi untuk mengisi lowongan pegawai dari jalur pegawai non PNS, mengingat
bahwa pengalaman pengadaan pegawai Non PNS selama ini masih sarat dengan
kepentingan dan KKN, melalui Pengadaan PPPK yang sama dengan tahapan
pengadaan CPNS, di harapkan pengadaan pegawai non PNS menjadi lebih transparan,
obyektif dan jauh dari KKN

masih rendahnya Kkinerja pelayanan dan masih tingginya angka korupsi di
Indonesia. Selain menghadapi permasalahan internasional, birokrasi pemerintah juga
masih dihadapkan kepada permasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada
masyarakat yang kurang baik, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era
desentralisas merupakan factor penghambat pengadaan pegawai dengan pejanjian kerja

di kota Yogyakarta

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Perlu adanya percepatan pengesahan RPP PPPK guna mereformasi sistem
kepegawaian di kota Yogyakarta
Pemerintah kota Yogyakarta Harus berani melakukan sebuah terobosan yang bisa
merubah sistem kepegawaian dengan meninggalkan Undang-Undang lama dan
beralih kepada Undang-Undang yang baru dalam hal ini adalah Undang-undang
Nomor 5 tahun 2014. Oleh karena itu akan terciptanya sistem manajemen
kepegawain yang benar benar professional yang jauh dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (KKN).

12



2. Pembangunan dan pelayanan publik harus dipenuhi secara cepat. Namun,
perekrutan tanpa kepastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan baru di
dalam manajemen ASN. Keberadaan PPPK hendaknya tidak kembali hanya sebagai
pelengkap dan justru menambah beban pemerintah dalam membayar gaji dan hak
lain kepada PPPK tanpa perhitungan formasi jabatan dan tidak adanya kepastian
hukum tentang PPPK.
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